GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/589/VI.01/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2017-2037

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037, telah
dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 400 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 18 sampai dengan
Pasal 23 Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2017-2037;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Penetapan Kawasan Khusus;

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;



10.

11.

Memperhatikan: 1.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Pulau Sumatera,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan
Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomeor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun
2009-2029;

Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34/575/Bangda
Tanggal 3 November 2017 perihal Hasil Konsultasi Dalam
Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat;

Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Evaluasi Substansi dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tanggal
11 September 2017;

Berita Acara Rapat Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tanggal
2 November 2017;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2017-2037.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun
2017-2037 sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Bupati Pesisir Barat bersama DPRD Kabupaten Pesisir Barat
segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap
Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah telah disempurnakan
dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi, Rancangan
Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register
Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.



KEEMPAT :  Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 November 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RTDHO FICARDO

Tembusan:

Menteri Koordinator Perekonomian RI;

Menteri Dalam Negeri RI;

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI;

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI;
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutznan RI;

Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;

Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat;

Nogpu~



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
: G/589/B.02/HK/2017
: 23 NOVEMBER 2017

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017-2037

Pesisir Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah
secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras,
seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan
periahanan keamanan, perlu disusun rencana tata
ruang wilayah-

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sekix, daerah, dan masyarakat
maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan
iokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah, masyarakat, danfatau dunia usaha.

¢. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, maka periu penjabaran ke
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

d. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a b, dan ¢ di atas perdu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah kabupaten-Resisi-Barat Tahun 2046-
2036-

Kabupaten Pesisir Barat dengan memanfaatkan
rvang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna,
serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pertahanan keamanan, perfu disusun rencana tata
ruang wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat
maka rencana tata rvang wilayah merupakan arahan
lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan
Peraturan Pemerintah Nomeor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
sebagaimana felah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, maka periu
penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayzsh
Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢
fersebut di atas perfu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-
2037,

No Matori Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 ? 3 4 §
1. | Judul BUPAT! PESISIR BARAT BUPATI PESISIR BARAT Judul disempumakan dengan menghapus fresa
PROVINSI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG Kabupaten Pesisir Barat dan  mengubsh
dimensi waklu perencanaan Raperda menjadi
RANCANGAN RANCANGAN Tahun 2017-2037, dengan adanya perubahan
dimensi wakyu perencanasn, maka mater
TuU RA P PESISIR RAT o
PERA RAl:‘g:‘% y H KABi;:_ AﬂL-JEh?ZM? SIR BARAT PE| URAr;lqgagRRAH KABL%;?{LE"?;’)E?ISIR BARAT muatan Raperda maupun mater teknis, album
TENTANG TENTANG peta, de i(mdukasu program utag\a |dangan
fincian indkasi tama dimulai dari
RENCANA TATA RUANG WILAYAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABURATEN-PESISIRBARAT | tahun penetapan: — oo
HKABURATEN-RESISIR-BARAT TAHUN 2017 - 2037
| TAHUN 4546—2036
2 | Konsideran Menimbang Menimbang: a bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten | Menimbang @ a  hahwa untuk mengarahkan pembangunan di | Konsideran menimbang disempurnakan

- sefiap akhir anak kalimat diberi tanda
baca titik koma

-huruf d dimensi waktu perencanaan
Raperda diubah menjadi Tahun 2017-
2037




2 3 4 5 ]
Konsideran Mengingat Menginget: 4. Undang-Undang-Neme Mengingat: 4. - Konsideran Mengingat
5.- - Angka 4 dihapus karena tidak ada
8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang | relevansinya dengan raperda dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran | pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, [ pulau %kecil mewpakan kewenangan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | pemerintah provinsi sesuai ketentuan UU
Nomor 4833),_sebagaimana telah diubah dengan | No. 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tenta - Angka 5 dihapus karena UU No. 12
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 | Tahun 2011 merupakan pedoman dalam
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah | penyusunan pera-UU-an
€ : Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | - Angka 8 dilengkapi dengan perubahan
RopublicindenesiaNofmer5234 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik [ PP No. 26 Tahun 2008
8. P orran Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tenlang Rencana Indonesia Nomor 6042); - Dengan dihapusnya kedua dasar hukum
ata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara Republik fersebut,  mak lisannva
Indonasia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan L.embaran Negara _I’SG . a pgnu |'sa ny agar
Republik \ndonesia Nomor 4833); disesuaikan dengan hirarki per-uu-an
Diktum Memutuskan MEMUTUSKAN MEMUTUSKAN: Penulisan Diklum Memutuskan diakhin
dengan tanda baca titik dua
Diktum Menetapkan Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABURAFEN-BESISIR-BARAF | Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA | Diktum meretapkan
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH RUANG WILAYAH TAHUN 2017 - 2037, - Jenis dan nama yang tercantum dalam judul
KABURATEN-RESISIR-BARAT-FAMUN 2046-—2036- Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah
kala Menetapkan tanpa frasa Kabupaten
Pesisir Barat, serta diakhiri dengan tanda
baca titik.
- dimensi waktu perencanaan Raperda diubah
menjadi Tahun 2017-2037
Ketentuan Umum Pasal 1 Pasal 1 a. Pasal 1, penulisan kata “Datam .

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

34, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjulnya dicebut
BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang di Kabupaten Pesisir Barat dan mempunyai fungsi membantu
tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Daerah adalah Bupai sebagai unsur
penyelenqgara  Pemerintahan  Daerah  yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah yang selanjutnya
disingkat OPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
dagrah _vang _ berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

34. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang
selanjuinya disingkat BKPRD adalah batan bersifat
ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 fentang
Penataan Ruang di Kabupaten Pesisir Barat dan
mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam
koordinasi penataan ruang di daerah.

disejajarkan dengan kata
*Peraturan....." pada Diktum
Menetapkan

b. Angka 2, 3, dan 34 dissmpurnakan
sesual ketentuan Pasal 1 UU No. 23
Tahun 2014

c. Tata letak penulisan pasal berikutnya
menyesuaikan

-~—



2 3 4 5
Ruang lingkup,  Tujuan, BABII BABII Judul BAB |l diubah sesuai ketentuan Pasal §
Kebijakan, dan  Strategi FUJLAN KRR AKAN-DAN-SFRATRGHREMATAAN-RLANG RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI Permendagri No. 47 Tahun 2012
Penataan Ruang PENATAAN RUANG
Pasal..... - Tambahkan Pasal barv yang mengatur
.......................... fentang ruang lingkup penataan ruang
wilayah yang memuat ruang lingkup wilzayah
administrasi, lues dan batas administras,
posisi geografis, dan lingkup substansi sesyai
ketentuan Pemmendagri No. 47 Tahun 2012
- Dengan adanya penambahan Pasa ban,
_ pasal selanjutnya menyesuiakan
Pasal 4 Pasal 4 Pasal 4

(1) Stategi dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis wisata dlam
dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang tefintegrasi dan
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, terdin atas:

(2)

(3

b.

d.

meningkatkan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial dengan
konsep agrowisata, minawisata dan ekowisata;

mengembangkan ebjek-wisata potensial dengan meningkatkan
aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestik maupun
mancanegara;

mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mendukung
pengembangan kawasan pariwisata yang bertumpu pada
pengekolaan pariwisata berbasis masyarakat; dan

membangun dan meningkatkan infrastrukiur pendukung bagi
kawasan wisata potensial.

Strategi dalam rangka pengembangan sistem permukiman yang
berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan serta

pengembangan

sistem  prasarana  wilayah  sebagaimana

dimaksud pada pasal 3 huruf b, terdin atas :

C.

mengembangkan pusat pelayanan yang seimbang dan berjenjang
antar wilayah dengan mengutamakan pada kawasan proritas sesuai
dengan potensi wilayan;

membangun dan meningkatkan sistem prasarana wilayah yang
meliputi praasrana utama dan prasarana lainnya secara tempadu
uniuk medorong pertumbuhan wilayah; dan

Meningkatkan instrumen tata ruang yang mempertimbangkan daya
dukung witayah.

Strategi pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan
sumber daya Ickal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui
proses indushidisasi modem yang ramah lingkungan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 huruf ¢, terdin atas :

a
b

mengembangkan sekior kelautan dan perikanan berbasis wiayah;
memanfaatkan potensi [ahan non produktif secera lebih bijaksana
bagi industi perikanan dan kelautan;

(1)

)

)

Strategi dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis wisata
alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi
dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a,
terdiri atas:

a. meningkatkan sinergitas parwisata dengan sektor potensial
dengan konsep agrowisata, minawisata dan ekowisata;

b. mengembangkan daya fank wisata potensial dengan
meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan
domestik maupun mancanegara,

¢. mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mendukung
pengembangan kawasan paiwisata yang bertumpu pada
pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat; dan

d. membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung bagi
kawasan wisata potensial.

Stategi dalam rangka pengembangan sistem permwkiman yang

berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan serta

pengembangan sistem prasarana wilayah
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, terdiri atas -

a mengembangkan pusat pelayanan yang seimbang dan
berjenjang antar wilayah dengan mengutamakan pada kawasan
prioritas sesuai dengan potensi wilayah;

b. membangun dan meningkatkan sistem prasarana wilayah yang
meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya secara ferpadu
untuk medorong pertumbuhan wilayah; dan

¢. Meningkatkan instrumen tata ruang yang mempertimbangkan
daya dukung wilayah,

Strategi pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan

sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulian melalui

proses industrialisasi modem yang ramah lingkungan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 huruf ¢, terdin atas

a mengembangkan sektor kelavtan dan perkanan berhasis
wilayah;

b.  memanfaatkan potensi lahan pon produktif secara lebih biaksana

1. Ayat (1) huruf b, frase objek wisata
diubah menjadi daya tarik wisata
sesuai ketentuan UU No. 10 Tahun
2009

2. Ayat(4)

a. huruf a, kata pengolahan dihapus,
karena bermakna  industri
pertanian sehingga menjadi sempit
cangkupannya

b. huruf b diubah, karena memiliki
kesamaan makna,

E

bagi industri perican:in dan kelautan;

4




3

4

4

(5}

(8)

¢. mengembangkan dan Memanfaatkan teknologi modem dalam
pengelolaan industri  penkanan dan kelautan dalam rangka
peningkatan produkiivitas dan memiliki nilai ekenomi tinggi;

d. menguatkan pemasaran hasil perikanan dan kefautan melalui
peningkatan sumber daya; dan

e. meningkatkan instumen ruang untuk pengendalian lingkungan bagi
industri penikanan dan kelautan.

Strategi dalam rangka pengembangan kawasan pertanian dalam

mewujudkan agroindusti yang kompetitif dan ferintegrasi antar sektor

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf ¢, terdin atas :

a. mengoptimalkan kapasitas produksi sekior pertanian melalui

peningkatan pangelakas komoditas unggulan; dan

Strategi dalam rangka perwujudan kelestarian fungsi iingkungan hidup

melaiui pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing — masing

dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3 huruf ¢, terdin atas :

a. mengoptimakkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga
kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;

b. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun
kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan
penerapan teknologi modem;

¢. mengoptimakan kearfan lokal deerah dalam upaya untuk
pelestarian lingkungan;

d. melakukan pencegahan penurunan kualitas lingkungan dan
perusakan lingkungan hidup melaiui pengembangan instrumen
penzinan, insentf dan disinsentif dalam rangka pengendalian
pemanfaatan ruang; dan

e. mengembangkan jaringan keriasama dengan berbagai pihak dalam
pemanfaatan sumber daya alam bagi konservasi kawasan.

Strategi dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk periahanan

negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f, meliputi ;

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi
khusus pertahanan dan keamanap;

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selekiif di dalam dan di
sekitar kawasan pertahanan dan keananan untuk menjaga fungsi
dan peruntukannya; dan

¢. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya
tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan

¢. mengembangkan dan Memanfaatkan teknologi modern dalam
pengelolaan industri perikanan dan kelautan dalam rangka
peningkatan produktivitas dan memiliki niiai ekonomi tinggi;

d menguatkan pemasaran hasil perkapan dan kelautan
melalui peningkatan sumber daya; dan

e meningkatkan instrumen ruang untuk pengendafian lingkungan
bagi indust perikanan dan kelautan.

{(4) Stategi dalam rangka pengembangan kawasan pertanian dalam
mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, terdiri atas :

a. mengoptimalkan kapasitas produksi sektor pertanian melalui
peningkatan komoditas ungguian; dan

b. mengembangkan infrastruktvr pertanian datam rangka kemandirian
dan ketahanan pangan.

(5) Strategi dalam rangka perwujudan kelestarian fungsi lingkungan
hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing
- masing dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 huruf e, terdiri atas -

a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menfaga
kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;

b. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang felah menurun
kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan
penerapan teknologi modern;

c. mengoptmalkan kearfan iokal daerah dalam upaya untuk
pelestarian lingkungan;

d. melakukan pencegahan penurunan kualitas lingkungan dan
perusakan lingkungan hidup melalui pengembangan instrumen
perizinan, insentif dan disinsertif dalam rangka pengendalian
pemanfaatan ruang; dan

€. mengembangkan jaringan kefjasama dengan berbagai pihak
dalam pemanfaatan sumber dava alam bagi konservasi
kawasan.

(6) Stategi dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan
negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f, meliputi
a. mendukung penetapan kawasan sirategis nasional dengan

fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam
dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan umtuk
rmenjaga fungsi dan peruntukannya; dan

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya
tidak terbangun di sekiiar kawasan pertahanan.

—




2 3 4 5
Rencana  Strukiur BAR Il BAB W
Ruang Witayah RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 9 Pasal 9 Pasal 9
(1) Janngan jalan sshagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, ferdiri atas : {1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 hunif a, terdiri atas : - Ayat &)
a, jaringan jalan nasional; a. jaringan jalan nasional, disempumakan
b. jarngan jalan provinsi; dan b. jaringan jalan provinsi; dan - Ayal (5) diubah
c.  jarngan jalan kabupaten G janingan jalan kabupaten menjxdi  Ayat (6},
(2) Jaringan jaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayet (1) huruf a, meliputi ; (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf &, meliputi ; jalan  kabupalen
a,  Jalan Kolextor Primer 1 (JKP-1) Lintas Barat adalah : a. Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) Lintas Barat adalah ; sestai  urulapnya
1. Ruas Jalan Perbatasan Bengkulu — Pugung Tampak; 1. Ruas Jalan Perbalasan Bengkulu - Pugung Tampak; terdii dari  Jalan
2. Ruas jalan Pugung Tampak — Sp. Gunung Kemala; 2. Ruas jalan Pugung Tampak — Sp. Gunung Kemala; kabupaten dan
3. Ruas jalan Sp. Gunung Kemala ~ Knui; 3. Ruas jalan Sp. Gunung Kemata — Krui; jalan lingkungan,
4. Ruas jalan Krui - Biha; 4. Ruas jalan Knii - Biha;
5. Ruasjalan Biha - Ngaras; dan 5. Ruas jalan Biha - Ngaras; dan
6. Ruas jaian Ngarag — Sanggi {Batas Kabupeten Tanggamus) 6. Ruas jalan Ngaras — Sanggi (Batas Kabupaten Tanggamus)
b. Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) Penghubung Lintas Tengah (fesder) adalah ruas jalan Liwa b. Jalan Kolektor Primer 1 {JKP-1) Penghubung Lintas Tengah (feeder) adatah ruas jalan Liwa
{Kabupaten Lampung Barat) — Krui (Kabupaten Lampung Barat) - Krui
(3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi sebagai jalan | (3) Jaringan jaian provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi sebagai
strategis provinsi, meliputi : jelan strategis provinsi , meliputi ;
a.  ruas jalan Adam Malik; a. ruasjalan Adam Malik;
b, ruas jalan Kri~ Pekon Serai, dan b. rniasjalan Krui - Pekon Seraj; dan
¢ Muas jalan keta-Jawa — Kampung Baru c. ras jalan Kotajawa — Kampung Bary
(4) Janngan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi : (4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunuf ¢, meliputi :

nyas jalan di Kecamatan Bangkunat;

ruas jalan di Kecamatan Ngaras;

ruas jalan di Kecamatan Ngambur;

ruas Jalan di Kecamatan Pesisir Selatan;
ruas jalan di Kecamatan Krui Selatan,
ruas jalan di Kecamatan Pesisir Tengah;
ruas jalan di kecamatan Way Krui;

ruas jalan di Kecamatan Karya Penggawa;
fuas jatan di Kecamatan Peaisir Utara; dan
ras }alan d| Kecamatan Lernong

— - F@ o anpCe

(6)

0

Rencana jaringan jalan Kabupaten, mefiputi :

a. jaringan jalan alternatif lintzs barat Simpang Kerbang - Biha;

b.  jaringan jalan pariwisata Krui — Walur, dan

¢ jaringan jalan inspaksl/ patroli Way Heni — Way Haru.

Peretapan jaringan jsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan yang beraku. {

ruas jalan di Kecamatan Bangkunat;
ruas jalan di Kecamatan Ngaras;
nias jalan di Kecamatan Ngambur,
ruas jalan di Kecamatan Pesisir Selatan;
rses jalan di Kecamatan Knyj Selatan;
ruas jalan di Kecamatan Pesisir Tengah;
ruas jalan di kecamatan Way K rui;
neas jalan di Kecamatan Karya Penggawa;
nias jaian di Kecamatan Pesisir Utara, dan
ruas jalan di Kecamatan Lemong
5) Rencana jaringan jalan Kabupaten, meliputi :
a. jaringan jalan altematif Yintas barat Simpang Kerbang - Biha;
b. jaringan jalan pariwisata Knij - Walur, dan
C. jaringan jalan inspeksV patroli Way Heni ~ Way Haru.
{6) Pengembangan jaringan jatan lingkungan di kabupaten, meiputi:
Tuas jalan di Kecamatan Bangkunat,
ruas jalan di Kecamalan Ngaras;
ruas jatan di Kecamatan Ngambur,
ruas ialan di Kecamalan Pesisir Selatan;
ruas jalan di Kecamatan Krui Selatan
fuas jalan di Kecamatan Pesisir Tenaah;
ruas jalan di Kecamatan Way Krui;
ruas jatan di Kecamatan Karva Penggawa;
ruas jalan di Kecamatan Pesisir Utara;
ruas jalan di Kecamatan Lemong; dan
ruas jatan di Kecamatan Pulau Pisang
Penetapan jaringan jalan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) ditelapkan dengan peraturan
pemndang-undag%an){ berlaku.
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Pasal 12
Sistem jaringan transportas laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 7
huruf b, meliputi :
a. tatanan kepelabuhan; dan
b. alur pelayaran.
Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ;
: b iorakmelipuiis

b. pelabuhan lokal, meliputi :
1. Pelabuhan Tembakak di Kecamatan Karya Penggawa.

Pasal 12
(1} Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal
7 hwruf b, meliputi :
a. tatanan kepelabuhan; dan
b, alur pelayaran.
Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Pesisir Baral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. pelabuhan pengumpan lokal, meliputi :
1. Pelabuhan Tembakak di Kecamatan Karya Penggawa;
2. Pelabuhan Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang;
3. Pelabuhan Krui di Kecamatan Pesisir Tengah
b. Pengembangan Peiabuhan khusus dan dermaga di beberapa fitik
yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat

@

2. Pelabuhan pengumpan terbagi atas

Pasal 12 disempurnakan dengan—‘

menghapus ketentuan yang mengatur

tentang pelabuhan pengumpan regional

1. Sesua ketentuan Pemmenhub No. 01
Tahun 2012, pelabuhan terbagi atas
Pelabuhan Utama, Pengumpul dan
Pengumpan

Pengumpan regional dan  lokal.
Kabupaten Pesisir Barat tidak terdapat
pelatuhan pengumpan regional namun
hanya ada pelabuhan pengumpan lokal
3. Ustuk mengakomodir pembangunan

2. Pelabuhan Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang. (3} Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri pelabuhan di lokasi lainnya sebaiknya
(3) alur pelayaan sebaga;mana dlmaks.ud pada ayat(1) hurufb terdln atas atas ; dibuatkan point untuk pengembangan
a dur pelayaran penqumpan lokal, meliputi ; pelabuhan khusus di kawasan pesisir
1. Pelabuhan Krui ~ Pelabuhan Pulau Pisang
provips-dicakitarnya; 2. Pelabuhan Tembakak - Pelabuhan Pulau Pisang
b. ahlur pelayaran lokal, meliputi : b. aur pelayaran khusus pendukung kegiatan perikanan dan
1. Pelabuhan Krui - Pelabuhan Pulau Pisang pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat
2. Pelabuhan Tembakak — Pelabuhan Pulau Pisang {4) Penetapan dan pengembangan sistem jaringan franportasi laut
(4} Penetapan dan pengembangan sistem jaringan ftranportasi faut sebagaimana dimaksud pada ayat {1) herpedoman pada peraturan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilstapkan—dengar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
perundang-undangan yang berfaku.
Pasa 13 Pasal 13 Pasal 13 disempurnakan dengan merubah |
(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal | (1) Sistem jaringan fransportasi udara sebagaimana dimaksud dalam | nama Bandara Pekon Serai menjadi
7 huruf ¢, terdin atas : Pasa 7 huruf ¢, terdiri atas : Bandara Muhammad Taufiq Kiemas dan
a. tatanan kebandarudaraan; dan a. tatanan kebandarudaraan; dan menghapus Bandara Khusus Pariwisata di
b. ruang udara untuk penerbangan. b. ruang udara untuk penerbangan. Kec. Bangkunat
(2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada | (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud
ayat (1) hurufa adalah Bandaf UdaraPeksn—So:aod: Kecamatan P&s:sur pada ayat (1} huruf a adalah Bandar Udara Muhammad Taufig
Tengah dan-Banda : isata-d RgkHRG Kiemas di Kecamatan Pesisir Tengah.
{3y Ruang udara un1uk penerbangan sebagamana dlmaksud pada ayat (1) | (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf b diatur lebih lanjut dalam Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan dengan peraturan-dacrab.

)

Pasal 15
Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasa 14 huruf 3,
meliput :
a. pembangkit tenaga listrik; dan
b. jaringan prasarana energi.

peraturan pefundang-undanqgan.

(1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan dengan berbedoman pada

Pasal 15
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 hunif a,
meliputi :
a. pembangkit tenaga listik; dan
b. jaringan prasarana energi.

Pasal 15 disempurnakan dengan rnerubah
ketentuan Ayat {3) huruf b dar menambah
ayat {4) baru yang mengatur tentang
pengembangan energi baru terbarukan
mengingat keterbatsan pasokan enesgi
untuk kemandinian dan ketahanan energi




3

4

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, | (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
terdiri atas a, terdini atas

a. pembangunan pembangkit listik tenaga air, dikembangkan di a pembangunan pembangkit listik tenaga ar, dikembangkan di
Kecamatan Bangkunat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Bangkunat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur,
Kecamatan Way K, Xecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan
Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong; Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong;

b. pembangunan dan peningkatan Pembangkit Listik Tenaga Surya b. pembangunan dan peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat. dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat.

{3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, | (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
terdin atas : b, ferdin atas

a. pembangunan gardu induk direncanakan di Kabupaten Pesisir a. pembangunan gardu induk direncanakan di Kabupaten Pesisir
Barat, Barat;

B jaringan transmisi tenaga listik, terdin dar jadrgan-ealuran—udara b. jaringan transmisi tenaga listik di Kabupaten Pesisir Barat,
tegangar—ingg—{SU—denrgan—tegangan—30-160 danfatat terdin dani :

1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Tegangan_ Tingai
Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah;
2. Salyran Kabel Tegangan Ekstra Tingqi, Tecangan Tinggl,
Lomong-sampai-kecamatan-Bangkunat Tegangan Menenaah dan Tegangan Rendah.
c. jaringan transmisi kabel bawah laut dapat dikembangkan untuk ¢.  jaringan transmisi kabel bawah laut dapat dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan energi di Kecamatan Pulau Pisang. memenuhi kebutuhan energi di Xecamatan Pulau Pisang.
{4) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada | (4} Pengembangan energi baru terbarukan untuk kemandinan dan
pasal (1) ditetapkan sesua dengan perundang-undangan yang berlaku. ketahanan energi dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat
(5) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada
pasal (1) ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang
beriaku. |
Pasal 16 Pasal 16 Pasa 16  disempurnakan  dengan
{1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasat 14 | (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 | menambahkan kajian pengembangan BTS
hurdf b, terdin atas : huruf b, terdiri atas : Terpadu

a. sistemnjaringan kabel; a. Sistem jaringan kabel;

b. sistem jaringan nirkabel; dan b. sistem jaringan nirkabel; dan

¢.  sistem jaringan satelit ¢. sistom jaringan satelit

{2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, | (2} Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 3,

terdii atas senta telepon otomafis (STO) danfatau fiber opfic di terdii atas sentra telepon otomatis (STO) danfatau fiber oplic di

Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesisir Barat,

(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, | (3) Sistemn jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdin atas : terdiri atas :

a. sistem jaringan mikrc digital di Kabupaten Pesisir Barat; a. sistem jaringan mikro digital di Kabupaten Pesisir Barat;

b. menara Base Transmission Station (BTS} tersebar di kecamatan — b. menara Base Transmission Station (BTS) Bersama tersebar di
kecamatan dengan prioritas yang belum terlayani jaringan kecamatan - kecamatan dengan prioritas yang belum terdayani
telekomunikasi. jaringan telekomunikasi.

(4) Sistem jaringan satelt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurif ¢, | (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,

(5)

dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan di wilayah terisofir
dan/atau terpencil yang belum terlayani kedua sistem di atas;
Pengembangan sistem jaringan ielekomunikasi ditetapkan sesuai

dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan di wilayah terisolir
dan/atau terpencil yang belum terlayani kedua sistem di atas;
{5) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
A

dengan peraturan perundﬁanq-undangan yang beraku.

LY
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Pagal 17
Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal
terdin atas :
a.  wilayah sungaf;
b.  daemb Ingasi;
¢. jaringan air baku untuk air bersih.
Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya ar dan pengendalian daya rusak air yang secara
terpadu dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber
daya air wilayah sungal semangka,
Wiayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah wilayah
sungai lintas kabupaden, yaitu Wiayah Sungai Semangka yang mencangkup
daerah aliran sungai yang lersebar di Kabupalen Pesisir Barat;
Daarah ingasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. daersh irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, adalah Daerah ingasi

Way Biha; dan

b daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten,

14 huruf ¢

Pengembangan daerah ingasi kabupaten, meliputi :

a. pembangunan daerah irgasi di daerah yang ditelgpkan menjadi
kewenangan kabupaten yang lersebar di sefuruh wilayaby,

b. rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan daerah irigasi yang lersebar
disslursh wilayah kabupaten;

¢.  pengembangan daerah irigasi pada selunuh daerzh potensial yang memiliki
fahan pertanian yang ditunjukkan untuk mendukung ketahanan pangan dan
pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan

d.  mengurangi kanwersi alih fungsi sawah teknis dan setengah teknis menjadi
keglatan budidaya lokal lainnya.

Jaringan air baku untuk air bersin sebagaimana dimaksud dalam {1) hunf ¢,

terdiri atas :

a. rencana pengembangan air baku yang berasal dani air sungai {permukaan)
dan air tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten;

b. sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten dipadukan dengan
sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; dan

¢.  prasarana jaringan air minum meliputi Intake air baku, jaringan pemipaan air
minum, saluran pempipaan air baku dan instalasi pengolahan air minum yang
dikembangkan pada iokasi air baku potensial serta pusat-pusat parmukiman
di seluruh kecamatan.

@

@

@
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Pasa 17

Sislem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 14

huruf ¢ terdiri atas ;

a. wilayah sungai;

b. daerah ingasi;

¢. jaringan air baku untuk air barslh,

Rencana pengembangan sistem jaingan sumber daya air sebagamana

dimaksud datam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air,

pendayagunaan sumber daya ai dan pengendalian daya rusak air yang
secara ferpadu dengan memperhatikan arahan pola dan mencana
pengelclaan sumbar daya air wilayah sungai semangka;

Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah

wilayah sungal lintas kabupaten, yaltu Wiiayah Sunga Semangka yang

mencangkup daerah aliran sungai yang terssbar di Kabupaten Pasisir Barat;

Daerah ingasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunufb meliputi:

a. daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, adalah Daerah Irigasi
Way Biha; dan

b. daersh irgasi yang menjadi kewenangan kabupaten tersebar di
Kabupalen Pegisir Barat

Pengembangan daerah irigasi kabupaien, meliputi ;

a. pembangunan daerah ingasi di daerah yang dietapkan menjadi
kewenangan kabupalen yang terzebar di seluruh wilayah;

b. mhabilitasi, pemeliharaan dan peningkalan daerah ingasi yang tersebar
diseluruh wilayah kabupaten;

¢ pergembangan daerah ingasi pada seluruh daerah potensial yang
memilki iahan peranian yang ditunjukkan untuk mendukurg ketahanan
pangan dan pengsiolaan lahan peftanian berkelanjutan; dan

d. mengurangi konversi alih fungsi sawah leknis dan selengah teknis
menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya,

Janingan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam (1) hunsf ¢,

terdisi atas

a. rencana pengembangan air baku yang berasal dari air sungai
(permukaan) dan air tanah tersabar di selunuh wilayah kabupaten;

b. sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten dipadukan dengan
sistam jaringan sumber daya air untuk menjmin ketersediaan air baku;
dan

¢ prasarana janngan air minum meliputi intake air baku, fBringan
perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku dan instalasi
pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku
potensial serta pusat-pusat permykiman di seluruh kecamatan.

Pasal 17 disempumakan dengan menghapus
kelentuan Ayat {4) hurufb

f
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Pasal 18
(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
Pasa 14 huruf d, terdin atas :
a. sistem janngan penyediaan air minum;
b. sistem jaringan persampahan; dan
¢. sistemjanngan air limbah.
(2) Sistem jaringan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi :
@& pengembangan pengelolaan air minum yang befsumber dan air
permukaan terseba'dl pEaRataR ¥ S

b. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan

perpipaan dengan sistem gravitasi dikembangkan di Kesamalan—Ngaﬁm-

ﬂalam tersebar di

d pengembangan pengelolaan air bersm dan/atau a:r mmum akan diatur
dalam peraturaan perundang-undangan yang beriaku,
(3) Sistem jaringan persampahan sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi ;
a. rencana pembangunan dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) di Kecamatan Ngaras, Kecamatan Krui Selatan dan Kecamatan
Pesisir Utara,
b. rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
di kawasan permukiman dan pusat pelayanan di Kabupaten Pesisir
Barat;
¢. rencana pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di
Kabupaten Pesisir Barat, dan
d. pengembangan pengelolaan persampahan ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
{4) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,
terdin dari;
a. pengembangan pengelolaan air limbah di kawasan permukiman, pusat
pelayanan dan kawasan industn;

b. pembangunan IPLT diintegrasikan dengan TPA/ TPST dengan Kajian
lingkungan;

¢. pembangunan pengelolaan air limbah umuk kawasan permukiman
pedesaan dengan sistem setempat dan/ atau berbasis masyarakat; dan

d. pengembangan pengeloataan air limbah ditetapkan dalam peraturan ’
perundang-undangan yang berlaku. r

(1)

(2)

3)

)

Pasal 18

Sistern  prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 14 huruf d, terdiri atas

a. sistem jaringan penyediaan air minum;

b. sistem jaringan persampahan; dan

¢. sistem jaringan air limbah,

Sistem jaringan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, melipufi ;

a. pengembangan pengelofaan air minum yang bersumber dan
air permukaan tersebar di Kabupaten Pesisir Barat;

b. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum {SPAM)
dengan jaringan perpipaan dengan sistem gravitasi
dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat;

¢. pengembangan pengelolaan air minum yang bersumber dari
air tanah dalam tersebar di Kabupaten Pesisir Barat; dan

d. pengembangan pengelolaan air bersih danfatau air minum
akan diatur datam peraturaan perundang-undangan yang
beraku,

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, meliputi :

a. rencana pembangunan dan peningkatan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Ngaras, Kecamatan
Krui Selatan dan Kecamatan Pesisir Utara;

b. rencana pengembangan Tempat Pengoiahan Sampah
Terpadu (TPST) di kawasan permukiman dan pusat
pelayanan di Kabupaten Pesisir Barat

¢. rencana pembangunan Tempat Penampungan Sementara
(TPS) di Kabupaten Pesisir Barat, dan

d. pengembangan pengelolaan persampahan ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, terdin dari

a pengembangan pengelolaan air limbah di  kawasan
permukiman, pusat pelayanan dan kawasan industri;

b. pembangunan (PLT diintegrasikan dengan TPA/ TPST
dengan kajian lingkungan;

c. pembangunan pengelolaan air limbah untuk kawasan
permukiman pedesaan dengan sistem setempat dan/ atav
berbasis masyarakat; dan

d. pengembangan pengeloalaan air limbah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berdaku.

Pasal 18 disempumazkan dengan
menghapus lokasi yang terdapat pada
ayat (2) huruf a, huruf b dan hunuf ¢ serta
luasan dan lokasi agar disesuaikan
dengan peta rekomendasi BIG
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Pasal 20
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasa 19 ayat (1) hunuf a,
terdiri atas :

Pasal 20
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a,
terdiri atas :

Pasal 20 Ketentuan mengenai kawasan
rawan bencana perlu dmuat dalam
rencana pola ruang kawasan budidaya
sesuai ketentuan PP No. 13 Tahun 2017,

a. kawasan hutan lindung; a.  kawasan hutan indung;

b. kawasan yang memberikan periindungan bawahannya; b. kawasan yang memberikan perfindungan bawahannya;

¢.  kawasan perindungan setempat ¢. kawasan perlindungan setempat,

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan

e. kawasan rawan bencana alam. e. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 21 Pasal 21 Pasal 21 disempurnakan dengan
Kewasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huwuf a, | Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 hunuf a, | merubah  luasan  kawasan  yang

dengan iuas kurang lebih 38564 Ha, meliputi :

Kecamatan Bangkunat dengan luas kurang lebih 3-#6% Ha;
Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih 4-462 Ha;
Kecamatan Ngambur dengan luas kurang lebih 326 Ha;
Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang ebih 668 Ha;
Kecamatan Pesisir Tengah dengan luas kurang lebih 335 Ha;
Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih 226 Ha;
Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih 46% Ha; dan
Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih 4-264 Ha

STe "o a0 o

dengan luas kurang lebih 9.580 Ha, meliputi :

Kecamatan Bangkunat dengan luas kurang lebih 4.803 Ha;
Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih 1.388 Ha;
Kecamatan Ngambur dengan luas kurang lebih 681 Ha;
Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih 398 Ha;
Kecamatan Pesisir Tengah dengan luas kurang lebih 775 Ha;
Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih 156 Ha;
Kecamatan Pesisir tXara dengan luas kurang lebih 484 Ha: dan
Kecamatan L emong dengan luas kurang lebih B84 Ha

Sa e a0 ow

disesuaikan dengan Peta Rekomendasi
BIG

Pasal 22
Kawasan yang memberkan perindungan bawahannya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 20 huruf b, adalah kawasan resapan air yang berada
dalam kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih $8-#83 Ha, meliput :
Kecamatan Bangkunat dengan luas kurang lebih 4488 Ha;
Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih 485 Ha,
Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih 244 Ha;
Kecamatan Krui Selatan dengan luas kurang lebih 309 Ha;
Kecamatan Way Krui dengan luas kirang lebih 584 Ha;
Kecamatan Karya Penggawa dengan luas kurang lebih 88 Ha;
Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih 4603 Ha; dan
Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih 346+ Ha

Tempaccoe

Pasal 22
Kawasan yang membenkan perfindungan bawahannya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 20 huruf b, adalah kawasan resapan air yang berada
dalam kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 6.030 Ha, meliputi

a. Kecamatan Bangkunat dengan luas kurang lebib 1.539 Ha;

b. Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih 74 Ha;

c. Kecamatan Pesisic Selatan dengan luas kurang lebih 398 Ha;

d. Kecamatan Krui Selatan dengan luas kurang lebih 15 Ha;

e. Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih 120 Ha;

f  Kecamatan Karya Penggawa dengan luas kurang lebih 1.110 Ha;
g. Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih 26 Ha; dan

h. Kecamatan Lemong dengan lvas kurang lebih 1.300 Ha

Pasal 22 disempurnakan dengan merubah
luasan kawasan

Pasal 23
{1} Kawasan periindungan setempat sebagaimana dimaksud Pada Pasal 20
huruf ¢, mefiputi ;
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai;
¢. kawasan sekitar danauwaduk; dan
d. kawasan ruang terbuka hijau.

Pasal 23
(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud Pada Pasal
20 huruf ¢, meliputi ;
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai;
¢. kawasan sekitar danauwaduk; dan
d. kawasan ruang terbuka hijau.

Pasal 23 ayat (5) perdu pendetailan luas
kawasan ruang terbuka hijau dan sebaran
lokasinya, khusuinya kawasan ruang
terbuka hijau publik.

\
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Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dengan panjang garis pantai kurang lebih 210 km terdapat di sepanjang
garis pantai yang membertang di Kabupaten Pesisir Basat, dengan
ketentvan :

a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minima 100 meter dari
fitik pasang air laut tertinggi ke arah darat, atau

b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik
pantainya curam atau terial dengan jarak proporsional terhadap
bentuk dan kondisi fisik pantai.

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdapat di sepanjang daerah aliran sungai yang tersebar di Kabupaten

Pesisir Barat, dengan ketenfuan ;

a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling
sedikit 50 {lima puluh) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar
kawasan pemmukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus)
meter dari tepi sunqgai;

c. daratan sepanjang fepian anak sungai tidak bertanggul di luar
kawasan permukiman dengan iebar paling sedikit 50 {lima puluh)
meter dari tepi sungai.

Kawasan sekitar danaw/ waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurif ¢ terdapat di sekitar danauwwaduk yang tersebar di Kabupaten

Pesisir Barat, dengan ketentuan :

a. daratan dengan jarak 50 (ima puluh) meter dan itk pasang air
danau/ waduk tertinggi; atau

b. daratan sepanjang tepian danau/ waduk yang lebamya proporsional
terhadap bentuk dan kondisi fisik danaw waduk.

Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, terdapat di kawasan perkotaan, dengan ketentuan :

a. RTH privat 10% dari luas kawasan perkotaan terdin afas :
pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, tempat
usaha, taman dan lapangan olahraga;

b. RTH publik 20% dari luas kawasan perkotaan terdir atas:

1. RTH taman dan hutan kota terdin atas : taman pekon, taman
kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota dan sabuk
hijau;

2. RTH jalur hijau terdini dan pulau jalan dan median jalan, jalur
pejalan kaki, ruang di bawah jalan layang;

3. RTH fungsi tertentu terdirf atas : jalur hijau listik fegangan tinggi,
RTH sempadan sungai, RTH sempadan panta, RTH
pengamanan sumber air baku (mata air), lapangan clahraga dan
pemakaman,

¢. lahan RTH didominasi komunitas tumbuhan:

d. ketentuan lebih lanjut mengenai RTH akan diatur dengan Peraturan

Daerah.

2)

(3

(4)

(5)

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dengan panjang garis pantai kurang lebih 210 km terdapat di
sepanjang garis pantai yang membentang di Kabupaten Pesisir
Barat, dengan ketentuan :

a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter
dari titk pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau

b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik
pantainya curam atau terja dengan jarak proporsional erhadap
bentuk dan kondisi fisik pantai.

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdapat di sepanjang daerah aliran sungai yang tersebar di

Kabupaten Pesisir Barat, dengan ketentuan :

a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggui dengan lebar paling
sedikit 50 (lima puluh) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar
kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus)
meter dan tepi sungai;

c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar
kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh)
meter dast tepi sungai.

Kawasan sekitar danaw waduk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} hundf ¢ terdapat di sekitar danauwaduk yang tersebar di

Kabupaten Pesisir Barat, dengan ketentuan :

a. daratan dengan jarak 50 {lima puluh) meter dan fitk pasang air
danaw waduk terfinggi; atau

b. daratan sepanjang tepian danaw/ waduk yang lebamya
proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau/ waduk.

Kawasan ruang terbuka hijau {RTH) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, terdapat di kawasan perkotaan, dengan ketentuan :

a. RTH privat 10% dari luas kawasan perkotaan terdin atas :
pekarangan rumah finggal, halaman perkantoran, periokoan,
tempat usaha, taman dan lapangan olahraga;

b. RTH publik 20% dari luas kawasan perkotaan terdini atas:

RTH tarnan dan hutan kata terdin atas : faman pekon, taman
kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota dan
sabuk hijau;

2. RTH jalur hijau terdin dan pulau jalan dan median jaan, jaur
pejalan kaki, ruang di bawah jalan layang;

J. RTH fungsi tertentu terdiri atas : jalur hijau listrik tegangan
finggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH
pengamanan sumber air baku (mata air), lapangan olshraga
dan pemakaman.

lahan RTH didominasi komunitas tumbuhan;

ketenfuan lebih lanjut mengenai RTH akan diatur dengan

Peraturan Daerah.
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Pasal 24
Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdisi atas
a. kawasan taman nasional bukit barisan selatan;
b. kawasan cagar dam laut dan
¢. cagar budaya.
Kawasan taman nasional bukit barisan selatan sebagaimana selatan
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan kurang iebih 484.608 Ha,
tersebar di Kabupaten Pesisir Barat,

(1

2

Pasal 24
Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf 4, terdir atas :
a kawasan taman nasional bukit barisan selatan;
b. kawasan cagar alam laut dan
¢ cagar budaya.
Kawasan taman nasional bukit barisan selatan sebagaimana selatan
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan kurang lebih 186.565
Ha, tersebar di Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 24  disempurnakan  dengan
merubah  luasan  kawasan  yang
disesuaikan dengan Peta Rekomendasi
BIG

(3) Kawasan cagar alam laut sebagaimana selatan dimaksud pada ayat (1) | (3) Kawasan cagar alam laut sebagaimana selatan dimaksud pada ayat
huruf b, dengan luasan kurang lebih 8244 Ha, ferdapat di Kecamatan (1) hunef b, dengan luasan kurang lebih 8.878 Ha, terdapat di
Bangkunat dan Kecamatan Lemong. Kecamatan Bangkunat dan Kecamatan Lemong.
(4) Rencana Cagar budaya sebagaimana selatan dimaksud pada ayat (1) | (4) Rencana Cagar Budaya sebagaimana selatan dimaksud pada ayat
huruf ¢, terdapat di Keeamatar—Karra—Renrggawa—dan—Kesamatan (1) buruf ¢, terdapat di Kabupaten Pesisir Barat
MNgarmibus, L
Pasal 25 Pasal 25 Pasal 25 disarankan agar: |
{1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 | (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal | - dibuatkan fitik ~ titk evakuasi bencana
hunuf e, terdin atas : 20 huruf e, terdini atas : yang akan dibuat pos — pos evakuasi
a. kawasan rawan bencana tanah longson a. kawasan rawan bencana tanah longsor; - Dibuatkan  jalur evakuasi  untuk
b. kawasan rawan bencana Tsunami/ gelombang pasang air laut; b. kawasan rawan bencana Tsunami/ gelombang pasang air laut, mempermudah ketika terjadi bencana
¢. kawasan rawan bencana banjir; dan ¢. kawasan rawan bencana banjir; dan - Agar memperhatikan |zin tambang pasir
d. kawasan rawan bencana gempa bumi. d. kawasan rawan bencana gempa bumi. karena rekonstruksinya memakan biaya
{2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat | yang besar
huruf a, ditetapkan di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, (1) huruf a, ditetapkan di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir | - Sharing pendanaan dengan Pemerintah
Kecamatan Karya Penggawa dan Kecamatan Way Krui; Utara, Kecamatan Karya Penggawa dan Kecamatan Way Krui; Provinsi dalam pembuatan peta rawan
(3) Kawasan rawan bencana Tsunami/ gelombang pasang air laut | (3) Kawasan rawan bencana Tsunami/ gelombang pasang ar laut | bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Seluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di seluruh | -
wilayah pesisir kabupaten, wilayah pesisir kabupaten;
(4) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (4) Xawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf ¢, ditetapkan di Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way (1) huruf ¢, ditetapkan di Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan
Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan,
Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambw, Kecamatan
Kecamatan Bangkunat, Ngaras dan Kecamatan Bangkunat;
{5) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat | (5) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada
{1} buruf d, ditetapkan di seluruh wilayah kabupaten; ayat (1) huruf d, ditetapkan di seluruh witayah kabupaten;
{6) Dalam rangka pencegahan, penanggulangan bencana dan penanganan | {(§) Dalam rangka pencegahan, penanggulangan bencana dan

pasca bencana maka diperlukan infrastruktur bencana yang mefiputi
bangunan peringatan dini bencana, jalur evakuasi dan tempat
penampungan sementara korban bencana.

penanganan pasca bencana maka diperukan infrastruktur bencana
yang meliputi bangunan penngatan dini bencana, jalur evakuasi dan
tempat penampungan sementara korban bencana.
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Pasal 27

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal
26 hunuf a, terdiri atas hutan produksi terbatas dengan luas kurang iebih
43368 Ha yang tersebar di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir
Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan
Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur,
Kecamatan Ngaras, Kecamatan Bangkunat

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagimana dimaksud pada ayat
(1) dikembangkan dengan pela-hutan-taram-rakyat-teFR)-

(1)

2)

Pasal 27

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 28 huruf a, terdini atas hutan produksi terbatas dengan luas
kurang lebih 20.257 Ha yang tersebar di Kecamatan Lemong,
Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan
Way Krui, Kecamatan Pasisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan,
Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Bangkunat
Kawasan peruntukan hutan produksi sebagimana dimaksud pada
ayat (1) dkembangkan dengan pola kerjasama dalam rangka
peningkatan produkfivitas hasili iwtan berupa kayu maupun non
kayu.

Pasal 27 disempurnakan dan disarankan
agar pengembangan kawasan hutan
produksi tidak terfokus pada Hutan
Produksi Terbatas (HPT) maupun Hutan
Tanaman Rakyat (HTR) karena perizinan
yang diterbitkan merupakan kewenangan
Pemerintah Provinsi dan Kementerian
LHK, Pemanfaatan niang sebaknya
mengikuti prosedur Kermen LHK, termasuk
izin pembangunan infrastruktur

(1)

&)

(4)

(6)

Pasal 28
Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26
huruf b, dengan luasan kurang lebih 52-808 Ha, terdiri atas :
a. kawasan pertanian tanaman pangan;
b. kawasan pertanian horfikuliura;
¢. kawasan perkebunan; dan
d. kawasan peternakan.
Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a derganuac-kuranglebil-30-44Q Ha, terdii dari sawah dan

non sawah dikembangkan di Kecommatan—lemang, Pesisir Utara, |

Kecamatan Karya Penggawa, Xecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir
Tengah, Kecamatan Krui Selaian Kecamatan Pesmr Sefatan
Kecamatan Ngambur, Kesamals ak: atan-Bangkt

Kosomatan-Rulau-Risang:

Kawasan pertanian holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dengar-uac-kurang-ebih—806-Ha, dikembangkan di keeamatan
komong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa,
Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui
Selatan, Kecamatan Pesisic Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan
Ngaras, Kecamatan Bangkunat dan Kecamatan Pulau Pisang.

Kawasan petkebunan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dengan luasan kurang lebih 2+284-Ms; dikembangkan Kesamaian

Keoamaton-Rulad-RicGang:
Kawasan petemgkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunf d
dengan-iuas-kurang-lebih-1El-Ha; dikembangkan di Keearratan-MNgaras

dankesamatan-Banghkurat

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan dengan pola agropoltan yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berfaku.

()

(2

(3)

4
(5)
(6)

{7

Pasal 28
Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal
26 huruf b, dengan luasan kurang lebih 57.207 Ha, terdini atas .
a. kawasan pertanian tanaman pangan;
b. kawasan pertanian hortikultura;
c. kawasan perkebunan; dan
d. kawasan peternakan,
Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri dari sawah dan non sawah dikembangkan di
Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan
Way Krui, Kecamatan Pesisik Tengah, Kecamatan Krui Selatan,
Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur.
Kawasan pertanian hottikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dikembangkan di Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan
Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah,
Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan
Ngambur.
Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dikembangkan di Kabupaien Pesisir Barat
Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat
Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembangkan dengan pola agropolitan yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan yang beraku.
Kawasan pertanian tanaman pangan yang menjadi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjulan (LP2B) dikembangkan dan ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang betlaku.

Pasal 28 disempurnakan dengan
menambahkan ayat (7) baru, yang
mengatur tentang kewajiban Pemkab
Pesisir Barat agar mencantumkan besaran
luasan dan penetapan sebaran lokasi
Kawasan pertanian tanaman pangan yang
menjadi Lahan Pertanian  Pangan
Berkelanjutan (LP2B) pada ayat (7) sesuai
ketentuan UtJ No. 41 Tahun 2009
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Pasal 29 Pasal 28 Pasal 29 disempumakan
(1) Kawasan peruniukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf o, | (1) Kawasan peruntukan perfkanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf | a. Terkat dengan luasan kawasan lart telah
dengan luasan kurang leblh 6808 Ha terdin ataa : ¢, dengan iuasan kurang lebih 3.708 Ha terdiri atas : diadur dalam RZWP3K
a,  kawasan peryntukan perikanan tangkap; a. kawasan peruniukan perikanan tangkap; b. Agar tidak memfockuskan pada suay
b. kawasan peruntukan budidaya perkanan; dan b. kawasan peruntukan budidaya perkanan; dan wilayah guna mempemudah
¢.  kawasan pengolahan ikan. ¢. kawasan pengolahan ikan, pengembangannya
{2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat
hurf a melipuli Kecamatan Bangkunat Kecamatan Ngaras, Kecamatan (1) huruf a meliputi Kecamatan Bangkunat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan
Ngambur, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamalan Krui Selalan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Pesisii Selatan, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan
Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamalan Pesisir Utara, Pesisir Tengah, Kecamatan Kaiya Penggawa, Kecamatan Pesisir Ulara,
Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang. Kecamatan Lamong dan Kecamatan Pulau Pisang.
{3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
hurut b meliputi : (1) huruf b meliputi :
a.  budidaya air tawar dkembangkan di Kabupaten Pesisir Barat; a. budidaya air tawar dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat;
b. budidaya airlaut dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat; dan b. budidaya airlaut dikembangkan di Kabupaien Pesisir Barat; dan
¢, budidaya air payau dikembangkan di Kecamatan Bangkunat dan ¢. budidaya air payaw dikembangkan di Kecamatan Bangkunat dan
Kecamatan Ngaras. Kecamatan Ngaras,
{(4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi Kecamatan Bangkunat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Pesisir huruf ¢ meliputi Kecamatan Bangkunat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan
Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa,
Lemong dan Kecamalan Pulau Pisang. Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang.
(9) Kawasan perntukan perkanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (5) Kawasan peruntukan perkanan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dkembangkan dengan pola minapolitan dan ditetapkan dengan keputusan dikembangkan dengan pola minapolitan dan ditetapkan dengan keputusan
bupati. bupati,
Pasal 30 Pasal 30 Pasal 30 disempurnakan dengan merubah
(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasa { (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ; luasan kawasan dan kawasan
26 huruf d, dengan luasan sekitar 488 Ha, dikembangkan di Kabupaten Pasal 26 huruf d, dengan luasan sekitar 20 Ha, dikembangkan di | pertambangan pada kawasan lindung
Pesisir Barat Kabupaten Pesisir Barat dapat dilaksanakan setelah adanya izin
{2) Penetapan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat | (2) Penetapan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada | dari Kementerian LHK
(1) dilakukan ditentukan berdasakan peraturan perundang-undangan ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang berlaku.
Pasal 31 Pasal 31 Pasal 31 disempurnakan dengan merubah
{1} Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf | (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf | luasan kawasan dan sesuai Pemmenperin No.
e,dengan luasan sekitar 448 Ha, terdin atas : €dengan luasan sekitar 78 Ha, terdiri atas ; 64 Tahun 2016 kawasan industhi terbagi alas
a.  Kawasan peruntukan industri besar, a. Kawasan peruntukan industn besar; Induslri Besar, Industri menengah dan Industri
b. Kawasan peruntukan industri eadang; dan b. Kawasan peruntukan industri menengah; dan Kecil,
¢.  Kawasan peruntukan industri keclf industi nimah tangga. ¢. Kawasan peruntukan industri kecilf industn rumah tangga,
{(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a, dikembangkan di Kecamatan Bangkunat dan/atau Kecamatan Pesisir Selatan. huruf a, dikembangkan di Kecamatan Bangkunat danfatay Kecamatan
{(3) Kawasan peruntukan industi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf Pesisir Selatan,
b, di Kabupaten Pesisir Barat, (3) Kawasan pefuntukan industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) Xawasan peruntukan industi kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, (1) hurufb, di Kabupaten Pesisir Barat.
dikembangkan di permukiman (industri rumah tangga) dan kawasan wisata | (4) Kawasan perunfukan industn kecl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(sentra industri kerajinan tangan) di K abupaten Pesisir Barat.

hurufc, dikembangkan di parmukiman (industri nsmah tangga) dan kawasan
wisata {sentra induski kerajinan langan) di Kabupaten Pesisir Baral.
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Pasal 32
Kawasan peruntukan partwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 humf f
dengan luasan kutang lebih 244 Ha, terdin atas ;
a.  kawasan peruntukan pariwiséta budaya;
b.  kawasan peruntukan pariwisata alam;
c.  kawasan peruntukan panwisata buatan; dan
Kawasan petuntukan parwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huns a, dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi ebjel-wisata budaya
di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain Makam Abang Kunat, Goa Matu, Makam
Gajah Mada, Makam Syelkh Aminullah, Kampung Wisata, Feslival-TeluSiabes,
Makam Tokoh Adat dan Sumur Puter;
K awasan peruniukan pariwisata alam ssbagaimana dimaksud pada ayat {1} hurut
b, dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi ebjek-wieata aam di
Kabupaten Pesisir Barat antara lain Kawasan Tambling, Pantai Ujung
Bangkunal, Pantai Teluk Ngaras, Way Cangkuk, Pantai Curup Irdzh, Rkire
Gamp, Pantai Sukanegara, Pantai Siging, Panlal Sumber Agung, Pantai Tenjung
Setia, Pantai Way Jambu, Pantai Pasar Senin, Pantai Mslasti, Pantai Biha,
Pantai Marang, Pantai Mandii, Pantai Lintk, Pantai Walur, Pantai llahan, Pantai
Labuhan Jukung, Pantal Way Redak, Pantai Serai, Bukit Selalaw, Pantai Muara
Way La'ay, Pantai Harapan Kita, Pantai Way Sindi, Pantai pasir Hitam, Pantai
Tembakak, Pantai Penengahan, Balu Lawang, Panfai Walur Pasisir Uama, Air
Terjun Rata Agung, Air Terjun Way Nyercik, Pantai Pugung dan Pulay Pisang;

Kawasan peruntukan pariwisala buatan ssbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hunuf ¢, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Baral, antara lain : Penakaran
Penyu Muara Tembulih, Bendungan Way Biha, Pelabuhan Kuala Stabas,
Kawasan labuhan Jukung dan Kawasan tanjung Setia;

{1)

e

(3

()

Pasal 32
Kawasan peruniukan pariwisala sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf
f dengan luasan kurang lebih 438 Ha, terdiri atas ;
a. kawasan peruniukan partwisata budaya;
b. kawasan peruniukan pariwisata alam;
¢ kawasan peruntukan pariwisala buatan; dan
Kawasan peruniukan panwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurdf a, dikembangkan pada daersh yang memiiki potensi daya tark
wisata budaya di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain Makam Abang Kunat,
Goa Matu, Makam Gajah Mada, Makam Syekh Aminullah, Kampung Wisata,
Makam Tokoh Adat dan Sumur Puter;
Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurut b, dkembangkan pada daerah yang memiiki potensi daya tank wisata
alam di Kabupaten Pegisir Baral, antara lain Kawasan Tambling, Pantai
Ujung Bangkunat, Pantai Teluk Ngaras, Way Cangkuk, Pantai Curup Indah,
Rhino Camp, Pentai Sukanegara, Pantai Siging, Pantai Sumber Agung,
Partai Tanjung Setia, Pantai Way Jambu, Pantai Pasar Senin, Pantai
Melasti, Pantai Biha, Pantai Marang, Pantai Mandiri, Panlai Lintik, Pantai
Walur, Pantai lahan, Pantai Labuhan Jukung, Pantai Way Redak, Pantai
Serai, Bukit Selalaw, Pantai Muara Way La'ay, Pantai Harapan Kita, Pantai
Way Sindi, Paniai pasir Hitam, Pantaj Tembakak, Pantai Penengahan, Batu
Lawang, Pantai Walur Pesisir Utara, Air Terjun Rata Agung, Air Terun Way
Nyercik, Pantai Pugung dan Pulau Pisang;
Kawasan peruniukan pariwisata bualan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) nunf c, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain :
Penakaran Penyu Muara Tembulih, Bendungan Way Biha, Pelabuhan Kuala
Stabas, Kawasan kabuhan Jukung dan Kawasan tanjung Selia;

5 :'

Pasal 32 disempumakan dengan menbah

a luasan kawasan

b. sesuai ketentuan UU No. 10 Tahun 2008
nomenklatur Objek Wisata diubah menjadi
Daya Tarik Wisala,

¢ Festval Teluk Stabas merupakan even
bukan kawaszn pariwisata

d. Pembentukan KEK, Sesual Permenpar
luasan lahan yang dibutuhkan minimal 200
Ha sebagai wilayah dengan potens
pariwisata unluk itu agar mengermbangkan
panwisata sebagai fokus utama kabupeten
untuk meningkatkan perekoncmian wilayah,

8. Jarak bandara dangan daya tark wisala
minimal 2 jam perjalanan Jika bandara
eksisting tidak memadai dapat dicarkan
alternatif lain lokaginya,

(5} Kawasan peruntukan panwnsa’ta sebagaumana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ | (5) Kawasan peruniukan panwisala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunf
foatan diars ukak Kawasan Ekonomi Khusus ¢ dikembangkan dengan pembeniukan Kawasan Ekonomi Khusus Zona

Zona Parnmsat& Pariwisata;
{(6) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan | {6) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan

diatur lebih lanjut dalam Rencana induk Pengembangan Pariwisata Daerah diatur lebib lanjut dalam Rencana induk Pengembangan Pariwisata Daerah

kabupaten dan ditetapkan dengan peraturan daerah. kabupaten dan ditetapkan dengan peraturan dasrah.

Pasal 33 Pasal 33 Pasal 33 disempumakan dengan merubah |

{1} Kawagan pemuntukan penmukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huref | (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 | luasan kawasan

g, dengan luasan sekitar 3.808 Ha, terdin atas : huruf g, dengan luasan sekitar 5.058 Ha, terdi atas ;

a.  kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan, dan

b. kawasan peruntukan pemukiman perdesaan. b. kawasan peruniukan parmukiman perdesaan.
(2) Kawasan peruntukan pemmukiman perkoiaan sebagaimana dimaksud pada ayat | (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada

(1) huruf a meliputi Kecamatan Bangkunat Kecamatan Pesisir Selatan, ayat (1) huruf a meliputi: Kecamnatan Bangkunat, Kecamatan Pesisir Selatan,

Kecamatan Paesisir Tengah, dan Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Tengah, dan Kecamatan Lemong.
(3} Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat | (3) Kawasan petuntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada

(1) huruf b mediputi; Xecamatan Fulau Pisang, Kecamatan Ngaras, Kecamatan
Ngambur, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya
Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara,

Rencana kawasan penintukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detal Tala
Ruang kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan Peraturan Dacrah,

ayat {1) huruf b meliput: Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Ngaras,
Kecamatan Ngambur, Kecamatan Kmui Selatan, Kecamatan Way Krul,
Kecamatan Karya Penggawa, Kecamalan Pesisir Utara,

Rencana kawasan perunfukan permukiman perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti dengan peryusunan Rencana
Detail Tata Ruang kawasan perkotaan yang diietapkan dengan Peraturan
Daerah.
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Pasal 34

Pasal 34

Pasal 34 disempumakan dengan merubah

(1) Rencana pengembangan kawasan perunfukan lainnya sebagaimana | (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana | kawasan pertahanan dan kesmanan diawali
dimaksud pada Pasal 26 huruf h, meliputi : dimaksud pada Pasal 26 huruth, meliputi: dengan plrarkl yang lebih "ggg;;ep;m
a  kawasan peruntukan pertahanan keamanan; dan a. kawasan peruntukan pertahanan keamanan; dan seterumya " "
b. kawasan peruntukan wilayah pesisi dan pulau-pufau kecil. b. kawasan perunfukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
{2) Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (T} | (2) Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf @, adalah pembangunan dan peningkatan kawasan pertahanan (1) huruf a, adalah pembangunan dan peningkatan kawasan
keamanan di masing — masing kecamatan, melipufi : pertahanan keamanan di masing — masing kecamatan, meliputi :
a—Polroc-di-Kabupaten-Pesieir-Barat: a. Kodim di Kabupaten Pesisir Barat
- plcel-di-satiap-Kecamatan-pada-wila b. Pdlgdl Kabugg@n Pg;_lSera'at
s—kodim-di-Kabupalen-Recici-Barat c. Korsmil di Sefigp Kecamatan pada Wilayah Kabupaten Pesisir
d—Forami-0432-01-Lomeng: Barat: dan
o—Kerami0422-02- Bosisi-Solatan-dan d. Pd | Sefiap Kecamatan Wil Kabupaten Pesisir
f Kerami-0422-03-RosiciYengah: Barat
(3) Kawasan wilayah pesisir dan pulau — pulau keci! sebagaimana dimaksud | (3) Kawasan wilayah pesisir dan pulav - pulau kecil sebagaimana
pada ayat (1) huruf b, terdiri dari : dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. wilayah pesisir tersebar di Kabupaten Pesisir Barat; dan a. wilayah pesisir tersebar di Kabupaten Pesisir Barat, dan
b. pulau - pulau kecil meliputi pulau pisang dan pulau betuah b. pulau - pulau kecil meliputi pulau pisang dan pulau betuah
(4) Kawasan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil sebagaimana dimaksud | (4) Kawasan wilayah pesisi dan pulau- pulau kecil sebagaimana
dalam ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan- dimaksud dalam ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan peraturan
undangan yang berlaku. perundangan-undangan yang berlaku.
10 | Arahan Pemanfaatan BABM BABW
Ruang ARAHAN PEMANFAATAN RUANG ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 40 Pasal 40 Pasal 40 agar  ditambahkan ayat |
(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat | (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 | penjelasan mengenai tahapan jengka §
(2} disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang ditetapkan ayat (2) disusun besdasarkan indikasi program pembangunan yang | (lima) tahunan dalam indikasi program
dalam Lampiran |V yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn ditetapkan dalam Lampian |V yang merupakan bagian fidak | utama, yaitu:
Peraturan Daerah ini. terpisabkan dari Peraturan Daerah ini. a. tahap I berupa 5 tahun pertama (2017 -
(2) Pendanaar program pemanfaatan ruang bersumber dan Anggaran | (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dar Anggaran 2022) yang terbagi aas program
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan;
Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan. Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan. b. tahap Il berupa 5 tahun kedua (2023
{3) Kerjasama pendanaan diaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan | (3) Ketja sama pendanaan dilsksanakan sesuai dengan ketentuan 2027y,

perundang-undangan.

peraturan perundang-undangan.

d. tahap iV berupa 5 tahun keempat

¢. tahap !l berupa 5 tahun ketiga (2028-
2032); dan

(2033-2037).




dengan huruf e diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

(12)

Mekanigme perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) huruf a sampai
dengan huruf e diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati,

i 3 1 5
11 | Pengendalian  Pemanfaatan BAB VI BAB VI
Rugng KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 44 Pasal 44 Pasal 44 disempumakan
{) Setiap keglatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus mendapat izin | (1)  Sefiap kegiatan yang berkailan dengan pemanfaatan ruang harus mendapat | 1. 1Zn pemanfaalan ruang hamus sesuai
langsung dari bupati alau pejabat yang dibentuk. izin langsung dari bupati atau pejabat yang dbentuk. dengan RDTR dan peraturan zonasj, yang
{2) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten, sebagaimana | {2) Jenis perizinan terkail pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten, ditetapkan paling lama 3 ({tiga) tshun
dimaksud pada ayat {1), berdin dari: sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: selefah RTRW ditetapkan.
a. izin prinsip; a.  [zin pringip; 2. agar ditambahkan penetapan lokasi bagi
b. izin lokasF, b. penetapan iokagi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum
c. izin penggunaan pemanfaatan {anah; c. izin lokasi; sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2012
d. izin mendirkan bangunan; dan d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. e, izin mendirikan bangunan; dan
(3) Izin pemanfaatan ruang dberikan untuk : f  izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan,
a. pemanfaatan ruang sesual dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi dan | (3)  |zin pemanfaatan ruang diberikan untuk :
standar pelayanan minimal bidang penataan fuang; a pemanfastan ruang sesuai dengan rencana tata fuang, peraturan
b, mencagah dampak negatif pemanfaatan ang; dan zanasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
(4) Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemefintah kabupaten dan . melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
pemefintah provinsi diberiken kepada calon pengguna ruang yang akan | (4) Izin pemanfaatan nuang yang menjadi kewenangan pemerintah kabupalen
melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona dan pemeniniah provinsi diberikan kepada ¢alon pangguna ruang yang akan
berdasarkan rencan tata ruang. melakukan kegiatan pemanfaalan ruang pada suatu kawasan atau zona
(5) lzin pemantaalan ruang untuk kegialan pemanfaatan sumber daya alam diatur berdasarkan mncan tata ruang.
sesuai dengan ketantyan peraturan perundang-undangan. {5) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemnanfaatan sumber daya alam
{6) Khusus untuk izin pendifian rumah ibadah diatur sesuai dengan peraturan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
pefundang-undangan yang berlaku; {6) Khusus unluk izin pendiian rumah jbadah diatur sesuai dengan peraturan
{7} 1zin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hunf a, adalah izin yang perundang-undangan yang befaku;
diberikan berdasarkan rencana tala ruang. (7) Izin prinsip sehagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah izin yang
(@) lzin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huns b, adalah izin yang diberikan bardasarkan rencana tata ruang,
diberkan kepada perusahaan dan/atau perorangan untuk memperoleh tanah | )  lzin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah &zin yang
yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang beraku pula sebagai izin diberkan kepada perusahaan danfatay perorangan untuk memperocleh tanah
pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah dimaksud guna kepesiuan yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang barlaku pula sebagai
usaha penanaman modalnya. izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah dimaksud guna
{8 !zin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) keperluan usaha penanaman modalnya.
huruf ¢, merupakan izin yang diberkan berdasarkan izin lokasi, @  1zin penggunaan pemanfaatan tanah sabagaimana dimakeud dalam ayat {2)
{10) izin mendifkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) huruf d, hurut ¢, merupakan izin yang diberikan berdasarkan izin lokast,
merupakan izin yang dberkan berdasarkan rencana detal tata uang dan/atau | (10} Izin mendidkan bangunan sebagaimana dimaksud daiam ayat (2) huruf d,
peraluran zonasi. mempakan Zin yang diberkan berdasarkan rencana detail tala ruang
{11} Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dan/alau peraturan zonasi.
dalam ayat (2) huruf @, merupakan izin lain sesuai dengan perundang — | (11) lzin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan  sebagaimana
undangan berlaku bidang penataan ruang. dimaksud dalam ayat {2} hunf e, merpakan izin lain sesuai dengan
(12 Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam eyat (2) hunif a sampai perundang - undangan berdaku bidang penataan ruang.

Pasal 51 dihapus karena akan diatur pada
adanya
Pasal

Bab  tersendii,  dengan
penghapusan  Pasal, maka
berikutriya menyesuaikan




{(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah
ada dinyatakan beraku sepamjang tidak bertentangan dengan dan belum
diganfi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2} Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a izin pemanfaatan ruang yang telah diketuarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan
masa herlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan.

1. untuk yang belum dilaksanzkan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan
Daerah int;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan
ruang dilakukan penyesudian dengan fungsi kawasan paiing
lambat &{imay tahun setelah berlakunya peraturan daerah ini;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan fidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan.

¢. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan fidak sesuai
dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan
Peraturan Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin
ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterfibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

2, yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat
untuk mendapatkan izin yang diperukan.

{1) Dengan bertakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang
telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bestentangan dengan
dan befum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

{(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai
dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku
ketentuan;

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
tersabut disesualkan dengan fungsi kawasan berdasarkan
Peraturan Daerah inj;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
pemanfaztan ruang dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan paling lambat 2 {dua) tahun setelah berlakunya
peraturan daerah ini;

J. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan fidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan.

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai
dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian
berdasarkan Peraturan Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin
ditentukan sebagai berikut
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Ciaerah ini,

pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

2. yang sesuai dengan ketentwan Peratwran Daerah ini,
dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperiukan.

1 2 3 4 5
14 | Keteniuan Pidana - BAB.... Tambahkan Bab baru yang mengatur
KETENTUAN PIDANA fentang  Ketentuan Pidana  sesua
Pasal... ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 dan
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagamnana dimaksud | Lampiran It C.3 UU No. 12 Tahun 2011
dalam Pasal ... {sebutkan pasal yang dirujuk), diancam pidana sesuai | dengan adanya penambahan Bab, maka
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang | Bab dan Pasal selanjuinya menyesuaikan
penataan ruang.
{(2) indak pidana sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
15 | Ketentuan Peralihan BAB Xi BAB XI a
N KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64 Pasal 64 Pasal 64 disempumakan
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Kelembagaan

BAB vill
KELEMBAGAAN

BABWHI
KELEMBAGAAN

M
@

Pasal 52

Dalam rengka koordinasi penataan fuang dan kerjasama antar witayah, dibentuk

Badan Koondinasi Penataan Ruang Daerah.

Tugas, susunan omanisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) diatur-besdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

(1)
(@

Pasd 52
Dalam rangka koorlinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah,
dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

Pasal 52 disempumakan

13

Penyidikan

(1)

(@

@

@)

)

)

BAB.....
PENYIDIKAN
Pasal....

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan organisasi perangkat daerah yang lingkup

fugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan niang dberi wewenang

khusus sebagai penyldik unluk membanty pejabat penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana,

Penyidk Pegawai Megeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

berwenang:

a melakukan pemeriksaan alas kebanaran laporan atau keterangan yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan nuang;

b. melakukan pemerksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak
pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sshubungan dergan
peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan lindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di fampat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti dan dokumen [ain sena melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadkan
bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penatazan ruang; dan

f meminta bantuan temaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Penyidk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahikan dimulainya penykikan kepada pejabat penyidik Kepolisian

Negara Republk Indonesia.

Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayal (2)

memerukan tindakan penangkapan dan penabanan, penyidik Pegawai

Negeri Sipl melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penyidik Pegawai Negeti Sipi sebagaimana dimaksud pada syat {1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalvi pejabat

penyidik Kepolisian Negara Republik indonesia.

Pengangkatan pejabal penyidik pegawai negeri sipil dan tala cam serta

proses penykdikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Tambahkan Bab bans yang mengaiur tentang
Penyidikan sesuai ketentuan UU No. 26 Tahun
2007, dengan adarnya penambahan Bab, maka
Bab dan Pasal selanjuinya menyesuaikan
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Ketentuan Penutup

BAB X
PENUTUP

Judul Bab Xl diubah

Pasal 65 dihapus

& sesual ketentuan angka 210 Lampiran |
UU No, 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa
daiam  pendelegasian  kewsnangan
mengatur tidak bokeh adanya delegasi
blangke.

b. Dengan adanya penghapusan pasal,
maka pasal selanjuinya menyesuaikan

Pasal 66
Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Pasal €6
Peraturan Daerah ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.

Aqar setiap orang mengstahuinya, memerintankan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya datam Lembaran Daersh Kabupaten Pesisic
Barat

Pasal 66 disempurnakan

Diletapkan di Kiui
Rada tanggal 2017
BUPAT! PESISIR BARAT

AGUS ISTIQLAL
Diundangkan di Krui
Rada tanggal 207
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2017
BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

AZHARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMCR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG......

Penetapan dan pengundangan disempumakan
dan pada pojok kiri bawah, cantumkan frase
pemberian nomor register raperda sesuai
kelentuan UU No. 12 Tahun 2011 dan
Pemendagii No. 80 Tahun 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHIO FIEARDO




